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PUTUSAN
Nomor 950/Pdt.G/2024/PA.Sglt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUNGAILIAT
Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam
sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak
antara:
PEMOHON, tempat dan tanggal lahir di Belinyu, 13 Agustus 1979, NIK
1901021308790001, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan
Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di XXXXXXX  XXXXX,
XXKXKXXXXXXXK,  XRXKKXXXX  XXXKK XXXXX,  XXXXXXXXX  XXXXXXX,
XXXXXXXXX XXXXXX, dengan domisili elektronik
agustiarrrl979i@gmail.com, sebagai Pemohon;
melawan
TERMOHON, tempat dan tanggal lahir di Belinyu, 05 Januari 1983, agama
Islam, pendidikan S1, pekerjaan XXXXXXX XXXXXX XXXXX XX XX
XXXXXX X XXX XXXXX, tempat tinggal di XXXXX XXXXX XX XXXXXX X XXX
XXXXX, XXXXX XXX XXXXXXXX, Desa Air Bara, XXXXXXXXX XXX XXXXX,
XXXXXXXXX XXXXXX Selatan, sebagai Termohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;
DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09
Desember 2024 yang terdaftar secara Ecourt di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Sungailiat pada hari itu juga dengan register perkara Nomor
950/Pdt.G/2024/PA.Sglt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa, pada tanggal 25 Juli 2009, Pemohon dan Termohon telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX
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XXXXXX, Sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor

196/4/V111/2009, tertanggal 01 Agustus 2009;

2. Bahwa, pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon
berstatus perawan;

3. Bahwa, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Dinas di SD
Negeri 9 Air Gegas selama 15 (lima belas) tahun lebih, sampai berpisah;

4. Bahwa, selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah bergaul
layaknya sebagai pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang
anak yang bernama;

5.Bahwa, sejak Desember tahun 2023 keadaan rumah tangga Pemohon dan
Termohon mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan disebabkan
karena:

a. Termohon sering merasa kurang dan menuntut lebih penghasilan
Pemohon bekerja;

b. Termohon sering sibuk dengan urusan Termohon sendiri seperti bermain
handphone, sehingga kurang memberikan perhatian kepada Pemohon
dan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa, puncak pertengkaran terjadi pada akhir bulan Mei tahun 2024,
dimana Termohon mengungkit kembali masalah pada bulan Desember 2023
pada saat liburan akhir tahun dirumah orang tua Pemohon, yang dimana
Termohon merasa tersinggung ketika dinasehati oleh orang tua Pemohon,
sejak saat itu Termohon berprilaku dingin dan cuek kepada Pemohon, dan
tidak ada lagi komunikasi dengan baik selayaknya pasangan suami istri, lalu
Pemohon menanyakan kenapa Termohon bersikap cuek, Sehingga terjadi
perselisihan, lalu Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

7. Bahwa, setelah kejadian tersebut, Pemohon dan Termohon tidak tinggal
satu rumah lagi dan telah berpisah selama 6 (enam) bulan lebih lamanya;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon
untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat kiranya berkenan

menerima dan memeriksa perkara ini;
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9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada

Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai

berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak
satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan
Agama Sungailiat;

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan
yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena
Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup
untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon
yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir
di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak
dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii permohonannya, Pemohon
mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 196/4/VI111/2009 yang dikeluarkan Kantor

Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX,
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tanggal 01 Agustus 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah
dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua
Maijelis diberi tanda P.;

Bahwa Pemohon tidak dapat mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang
saksi, meskipun majelis hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun
lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu
yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian
yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;
Kewenangan mengadili

Menimbang, bahwa tempat tinggal Termohon sebagaimana yang telah
diuraikan oleh Pemohon dalam permohonannya berada di wilayah hukum
Pengadilan Agama Sungailiat dan oleh karena tidak ada tangkisan (eksepsi)
dari Termohon mengenai wewenang mengadili secara relatif, maka
berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemeriksaan perkara ini
menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Sungailiat;

Pertimbangan kehadiran para pihak

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah sama-sama dipanggil
secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai
ketentuan Pasal 145 RBg jis. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan jis Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang
Kompilasi Hukum Islam jo SEMA Nomor 1 tahun 2023, terhadap panggilan
tersebut Pemohon hadir secara inperson di persidangan, sedangkan Termohon

tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau
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kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan dan ketidakhadirannya
tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka Termohon harus
dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan
verstek (tanpa hadirnya Termohon );

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg,
putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan;

Upaya damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan agar
Pemohon dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana
dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) UndangUndang
Nomor 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya
untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu
hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi
sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun 2008
yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun
2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan
cerai talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa sejak Desember 2023,
rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan terjadi
perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana telah
diuraikan dalam duduk perkara yang berakibat telah terjadi pisah rumah antara
Pemohon dengan Termohon sejak bulan Mei 2024 yang lalu sampai dengan
sekarang tanpa saling memperdulikan lagi diantara Pemohon dengan

Termohon;
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Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon
tidak memberikan jawaban maupun bantahannya karena tidak pernah hadir di
persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata
khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka
berdasarkan azas lex specialis derogat lex generalis ketidakhadiran Termohon
dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang
memiliki kekuatan pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende),
melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap permohonan
Pemohon dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, maka berdasarkan
pasal 283 RBg Pemohon wajib dibebani pembuktian guna membuktikan
dalil-dalil permohonannya;

Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalii permohonannya,
Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda (P) sebagaimana diuraikan di
atas, terhadap bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan
dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai aslinya, maka berdasarkan
ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10
Tahun 2020 tentang Bea Materai, bukti surat tersebut secara formil telah
memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) merupakan akta otentik (Vide
Pasal 285 R.Bg), harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon
adalah suami isteri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai
dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian
Pemohon dan Termohon merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam
perkara ini (persona standi in judicio);

Pertimbangan petitum perceraian

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat permohonan Pemohon agar
Majelis Hakim mengabulkan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon
sebagaimana petitum angka 1 dan 2, disebabkan sejak tahun 2023 rumah

tangganya tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan
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pertengkaran serta tidak ada harapan untuk rukun yang dikaitkan dengan
fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim akan
memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dapat
disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon izin untuk
menjatuhkan talak atas Termohon dengan alasan bahwa antara suami istri
terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan
akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah tersebut dan Penjelasannya jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam,
untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas,
harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran
yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;

2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran
tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus
dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipiil dan berpengaruh terhadap
keutuhan kehidupan suami istri;

3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup
rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan perkara perceraian
yang alasannya lebih dititikberatkan kepada terjadinya perselisihan dan
pertengkaran, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam tahun
1991, maka Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi-saksi dari
keluarga dan atau orang dekat Pemohon, saksi-saksi dimaksud sudah dewasa,
sudah disumpah dan memberikan keterangan di depan sidang, sehingga
memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka
(4) R.Bg;,
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Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 76 Ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 22 Ayat (2)
Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu sebelum
memutus perkara perceraian ini, Majelis Hakim harus mendengarkan
keterangan saksi-saksi keluarga atau orang-orang yang dekat dengan
Pemohon dan Termohon, akan tetapi dalam hal ini Pemohon tidak mengajukan
saksi-saksi keluarga atau orang-orang terdekatnya;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya keterangan dari saksi-saksi
keluarga atau orang-orang terdekat Pemohon maupun Termohon, maka tidak
diperoleh fakta peristiwa mengenai pertengkaran Pemohon dan Termohon yang
menjadi alasan Pemohon mengajukan perceraian, dengan demikian dalil
permohonan Pemohon terkait pertengkaran yang menjadi alasan perceraian
harus dinyatakan tidak terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan
Pemohon tidak beralasan hukum dan Pemohon tidak dapat membuktikan
dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon harus
dinyatakan ditolak
Biaya perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka
berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,
maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum
syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan
MENGADILI
1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menolak permohonan Pemohon secara verstek;
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3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 214.000,00( dua ratus empat belas ribu rupiah)

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Sungailiat pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 Masehi bertepatan
dengan tanggal 15 Rajab 1446 Hijriah oleh Muhammad Taufig Rahmani, S.Ag.
sebagai Ketua Majelis, T. Mufardisshadri, S.H.l., M.H. dan Yustini Razak,
S.H.l., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan di bantu oleh Julik Pranata,
S.H., M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya
Termohon.

Hakim Anggota Ketua Majelis,

T. Mufardisshadri, S.H.l., M.H. Muhammad Taufig Rahmani, S.Ag.

Yustini Razak, S.H.l., M.H.

Panitera,

Julik Pranata, S.H., M.H.

Perincian biaya :
- Pendaftaran : Rp 30.000,00

- Proses 'Rp 75.000,00
- Panggilan ‘Rp 69.000,00
- PNBP :Rp 20.000,00
- Sumpah 'Rp ,00
- Penerjemah :Rp ,00
- Redaksi 'Rp 10.000,00
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- Meterai ' Rp 10.000,00
Jumlah 'Rp 214.000,00

(dua ratus empat belas ribu rupiah).
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